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Marimbang © & Bahwa wunluk menjamin kelersediaan pelayanan publik dibidang
pandidikan yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
maka perdu dilakikan penlaian kelayakan diberikan lnn Operasional
Sekalah yang talah mamenubs kriteria 1arsebul.

b. Bahwa untuk maksud huruf a di altas periu ditetapkan dengan Surat
Foputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara,

Mangingat - 1. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional (Lembaran Negara Republk Indenesia Tehun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 4301)

2. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tenlang Pembentukan
Peraturan Perundang-urdangan (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2011 Momor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5234},

3. Undang-Undang Momar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaren Megara Republk Indonesia Momor SS58T)
sabagaimana telah diubah tecakhir dengan Undang-Undang Nemor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678)

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 fentang Hubungan Keuangan
entara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republk indonesla Momor §T5T),
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5. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2008 flentang Pembentukan
Kabupaten Torpjs Utara di Provinsi Sulawes! Selalan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 MNomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4874);

6. Peraturan Pemarintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Masional
Pendidikan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2022 Nomor
14, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Momaor GTE2),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenlang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonasia Nomor 6041);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembag:an
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republk Indonesia Tehen 2007 Nomor B2, Tambahan
Lambaran Negara Republik Indanesia Nomar 4737);

4. Permluran Pemerniah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pervbahan atas
Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tshun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Repubfk Indonesia Tahun 2018 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republk indonesia Nomor 6402),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor B0,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4863),

11. Peraturan Pemeriniah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Momor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2022 Nomor
111, Tambahan Lembaran Megars Republi Indonesia Nomar B793).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Risel, dan Teknologi
Momor 32 Tahun 2022 tentang Slandas Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan,

MEMUTUSKAN:

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada SD NEGERI 4 TIKALA,

Alamal Sereale Lembang Sereale Kecamatan Tikala untuk Jaminan
Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan;

; Apabila datam jangka wakiy 6 bulan tedhitung tanggal ditétapkannya izin

tidak melakukan keglatan maka izin dinyatakan tidak berlaky lagi;

: Jangka waklu berakunya lzin Operasional Sekolah § (hma) Tahun,

terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2029 dan
dapal diperpangang kembali;

:  Ketenluan pelaksanaan / kewajiban pemegang 1zin |
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Pengelolaan  Sekolah dibawah Yayasan yang pembantukannya
dilplapkan dengan Akta Natars,

b lzin tadak dapat dipindah tangankan tanpa pembentahuan lerehih
dahulu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara,

. Pangsiola wajlh mematuhl semua persyaratan dan ketentuan feknis
dividang penyeknggaraan pandidikan;

d. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara Nasional
maupun muatan lokal yang ditentukan;

e. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupl sesuai

jumiah mund yang telah ditentukan pada Standar Pelayanan Minimal,

KELIMA, . Sanksi atas pelangggaran ketentuan Izin :
a. Peringatan fertulis
kB Pambakuan in
c. Pencabutan iz
KEENAM . Apabita dikemudian hari ternyata terdapal kekeliruan dalam Kepulusan ini

akan diadakan parbaikan sebagaimana meastinys

Ditetapkan di : Rantepao
Fada tanggal : 10 Juni 2024
Kepala Dinas

—t

MARTINUS MANATIN, SH MM
NIF. 187005301983 101001

Tembusan Kapada Yih @
1. Bupat Toraja \Kara di Rantepao
2. Arsip.
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